PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

1. Pendahuluan 

Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan yang multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut terutama tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi pengendalian dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengaluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis.
Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran sektor publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan tuntutan yang muncul di masyarakat. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik. Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah anggaran tradisional atau anggaran konvensional dan pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management.
 a. Kompetensi Dasar
Mahasiswa/i dapat memahami penganggaran dalam organisasi sektor publik
b. Indikator hasil Belajar

Pada akhir perkuliahan mahasiswa mampu: 
1. Menjelaskan Teori penganggaran public
2. Menjelaskan Sistem penganggaran public: line item, incremental, PPBS, zerobased budgeting, Performance budgeting  dan MTBF

3. Menjelaskan Siklus penganggaran public

4. Menjelaskan Teknik Penganggaran Publik 

5. Menjelaskan Implementasi Penganggaran  di organisasi sector publik
6. Menjelaskan Implementasi Penganggaran  di Indonesia

7. Menjelaskan Implementasi penganggaran  sektor publik di berbagai negara

c. Materi :

1. Penganggaran sector publik: teori dan fungsi

2. karakteristik anggaran sector publik

3. Sistem penganggaran public: line item, incremental, PPBS, zerobased budgeting, Performance budgeting  dan MTBF

4. Siklus penganggaran public

5. Teknik Penganggaran Publik 

6. Implementasi Penganggaran  di organisasi sector publik

7. Implementasi penganggaran  sektor publik di  Indonesia 
8. Implementasi penganggaran  di Negara lain
c.    Metode Pembelajaran

1)  Metode ceramah ;

2)  Metode diskusi,

3)  curah pendapat, studi kasus
2. Materi 

A.  Penganggaran Sektor Publik 

Teori Anggaran Publik
Anggaran merupakan suatu alat untuk perencanaan dan pengawasan operasi keuntungan dalam suatu organisasi laba dimana tingkat formalitas suatu budget tergantung besar kecilnya organisasi. Untuk melaksanakan tugas di atas, tentu saja diperlukan rencana yang matang. Dengan demikian dari gambaran tersebut dapat terasa pentingnya suatu perencanaan dan pengawasan yang baik hanya dapat diperoleh manajemen dengan mempelajari, menganalisa dan mempertimbangkan dengan seksama kemungkinan-kemungkinan, alternatif-alternatif dan konsekwensi yang ada. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan  penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu.
Pengertian  Anggaran sektor publik adalah perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran. Anggaran sektor publik harus dapat memenuhi kriteria, antara lain: merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat serta menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah atau pemerintah daerah.
Menurut National Committee on Governmental Accounting (NCGA), saat ini Governmental Accounting Standarts Board (GASB), definisi anggaran (budget) sebagai berikut:
“…. Rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.”

Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Bagaimanapun juga jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa mendatang. Pemikiran strategis disetiap organisasi adalah proses dimana manajemen berfikir tentang pengintegrasian aktivitas organisasional ke arah tujuan yang beroerientasi kesasaran masa mendatang. Semakin bergejolak lingkungan pasar, teknologi atau ekonomi eksternal, manajemen akan didorong untuk menyusun stategi. Pemikiran strategis manajemen, direalisasi dalam berbagai perencanaan, dan proses integrasi keseluruhan ini didukung prosedur penganggaran organisasi.

Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain agar terjamin secara layak. Maka dari itu tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang dibuatnya.Kebanyakan organisasi sector publik membedakan antara tambahan modal dan penerimaan, serta tambahan pendapatan dan pengeluaran. Hal itu akan berdampak pada pemisahan penyusunan anggaran tahunan dan anggaran modal tahunan. 
Contoh jenis anggaran publik antara lain :
a. Anggaran Negara dan Daerah/APBN/APBD (Budget of State)
b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yaitu anggaran usaha setiap BUMN/BUMD serta badan hukum publik atau gabungan publik-privat.

 Fungsi Anggaran Sektor  Publik

Anggaran berfungsi sebagai berikut :

a. Anggaran merupakan hal akhir dari proses penyusunan rencana kerja.

b. Anggran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang.

c. Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antaratasan serta bawahan.

d. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.

e. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta efisien dalam pencapaian visi organisasi.

f. Anggaran merupakan instrument politik.

g. Anggaran merupakan instrument kebijakan fiskal.

Pengaruh dan Tujuan Anggaran Publik

Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan social dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.Untuk mencapai tujuan organisasi, penganggaran mutlak diperlukan. Anggaran sector publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.
Anggaran publik selalu dikaitkan dengan akuntabilitas eksekutif organisasi. Konflik yang terjadi dalam penetuan anggarn sangat berpengaruh terhadap kapabilitas eksekutif organisasi untuk mengendalikan pengeluaran. Pada prakteknya, pihak eksekutif akan menggunakan daftar tahunan tentang pengeluaran dan pendapatan berserta tujuan aktivitasnya. Jadi, karakter anggaran adalah keseragaman, keseluruhan tarnsaksi organisasi, keteraturan penyerahan rancangan anggaran per tahunnya, akurasi prakiraan pendapatan serta pengeluaran yang didasri oleh persetujuan/consensus, dan terpublikasi.
B. Karakteristik Anggaran Publik

Karakteristik anggaran publik terdiri dari :

a. Anggaran yang di nyatakan dalam satuan dan satuan keuangan.

b. Anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu atau beberapa tahun.

c. Anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manejemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

d. Usulan anggaran yang ditelaah dan di setujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran.

e. Anggaran yang telah disusun hanya dapat di ubah dalam kondisi tertentu.

C. Prinsip-Prinsip Anggaran publik
Secara tradisional, prinsip penggangaran yang sangat terkenal adalah apa yang di kenal dengan “the three Es”, yaitu Ekonomis, Efesien, Efektif (jones dan pendlebury,1998). Jones menjelaskan bahwa ekonomis hanya berkaitan dengan input; efektivitas hanya berkaitan dengan output; sedangkan efesien adalah kaitan antara output dengan input. Dengan demikian, prinsip penggangaran terlihat sangat terkait dengan prinsip akuntasi sector public.
Dalam implementasinya prinsip-prinsip didalam anggaran sektor publik meliputi:

· Otorisasi oleh legislatif.(
Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
· Komprehensif.(
Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat
· komprehensif.
 Keutuhan anggaran.(
Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum.
· Nondiscretionary Appropriation.(
Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif.
· Periodik.(
Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multi tahunan.

· Akurat.(
Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan in efisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya understimate pendapatan dan over estimate pengeluaran.
·  Jelas.(
Anggaran hendaknya sederhana, dapat difahami masyarakat dan tidak membingungkan.
 Diketahui publik.(
· Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.
D. SISTEM PENGGARAN PUBLIK

Pada dasarnya alokasi barang dn jasa di masyarakat dapat dilakukan paling tidak melalui dua mekanisme, yaitu melalui mekanisme pasar (market mechanism) dan mekanisme birokrasi (berueacratic mechanism). Dngan sejumlah kondisi yang disyaratkan, mekanisme pasar di anggap sebagai mekanisme yang dapat mendorong pemakian sumber daya secara efesien (Musgrave & Musgrave, 1984) serta (Borwn dan Jackson, 1987).

1. Line Item Budgeting
Ciri lain anggaran tradisional adalah struktur anggaran bersifat line-item yang didasarkan atas dasar sifat (nature) dari penerimaan dan pengeluaran. Metode line-item budget tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara riil item tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Karena sifatnya yang demikian, penggunaan anggaran tradisional tidak memungkinkan untuk dilakukan penilaian kinerja secara akurat, karena satu-satunya tolok ukur yang dapat digunakan adalah semata-mata pada ketaatan dalam menggunakan dana yang diusulkan.
Line item bugdgeting adalah penyusun anggaran yang didasarkan pada dan dari mana dana berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut di gunakan (pos-pos penggeluaran). Jenis anggaran ini di anngap paling tua dan banyak menggandung kelemahan atau sering pula disebut ‘traditonal budgeting’.Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line-item dilandasi alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran. Berdasarkan hal tersebut, anggaran tradisional disusun atas dasar sifat penerimaan dan pengeluaran, seperti misalnya pendapatan dari pemerintah atasan, pendapatan dari pajak, atau pengeluaran untuk gaji, pengeluaran untuk belanja barang, dan sebagainya, bukan berdasar pada tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran yang dilakukan.
Line-item budgeting mempunyai sejumlah karakteristik penting, yaitu tujuan utamanya adalah untuk melakukan pengendalian keuangan, sangat berorientasipada input organisasi, penetapanya melaui pendekatan incremental (kenaikan bertahap) (Jones dan Pendlebury, 1998), dan dalam prateknya tidak jarang memakai ‘kemampuan menghabiskan atu menyerap annggaran ‘ sebagai salah satu indicator penting untuk mengukur keberhasilan organisasi.
2. Incremental Budgeting
Penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat. Anggaran tradisional bersifat incrementalism, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam.
Masalah utama anggaran tradisional adalah terkait dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money. Konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas seringkali tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money ini, seringkali pada akhir tahun anggaran terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya kemudian dipaksakan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan.
Akibat digunakannya harga pokok pelayanan historis tersebut adalah suatu item, program, atau kegiatan akan muncul lagi dalam anggaran tahun berikutnya meskipun sebenarnya item tersebut sudah tidak relevan dibutuhkan. Perubahan anggaran hanya menyentuh jumlah nominal rupiah yang disesuaikan dengan tingkat inflasi, jumlah penduduk, dan penyesuaian lainnya.
Incremental budgeting adalah system anggaran berjalan dan mendapatkan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan dating.

Angka pada pos pengeluaran merupakan perubahan (kenaikan)dari angaka periode penerunan (incremental) dari angka anggarn tahun sebelumnya. Logika system penggaran ini adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya.
Kelemahan Anggaran Tradisional
Dilihat dari berbagai sudut pandang, metode penganggaran tradisional memiliki beberapa kelemahan, antara lain:
1. Hubungan yang tidak memadai (terputus) antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang.
2. Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya.
3. Lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumberdaya, atau memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai.
4. Sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan, dan persaingan antar departemen.
5. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi.
6. Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal dan hal tersebut dapat mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan (korupsi dan kolusi).
7. Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya adalah munculnya budget padding atau budgetary slack.
8. Persetujuan anggaran yang terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan ’manipulasi anggaran.
9. Aliran informasi (sistem informasi finansial) yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan.
3. Planning Programming Budgeting Sytem
Sebagai reaksi terhadap berbagai masalah fundamental yang dihadapi line-item budgeting, muncul system penggaran baru, yaitu Planning Programming Budgeting Sytem (PPBS), Zero Based Budgeting (ZBB), dan Performance Budgeting.Planning Proramming Budgeting Sytem adalah proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggran yang terkait dalam suata system sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah, yang didalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi serta permasalahan yang mungkin timbul. Sistem anggaran PPBS tidak mendasarkan pada struktur organisasi tradisional yang terdiri dari divisi-divisi, namun berdasarkan program, yaitu pengelompokan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu.
PPBS adalah salah satu model penganggaran yang ditujukan untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik. Hal tersebut disebabkan sumber daya yang dimiliki pemerintah terbatas jumlahnya, sementara tuntutan masyarakat tidak terbatas jumlahnya. Dalam keadaaan tersebut pemerintah dihadapkan pada pilihan alternatif keputusan yang memberikan manfaat paling besar dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. PPBS memberikan rerangka untuk membuat pilihan tersebut.
PPBS mensyaratkan organisasi menyusun rencana jangka panjang untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui program-program. Kuncinya adalah bahwa program-program yang disusun harus terkait dengan tujuan organisasi dan tersebar ke seluruh bagian organisasi. Pemerintah harus dapat mengidentifikasi struktur program dan melakukan analisis program. Struktur program merupakan rerangka untuk mengidentifikasi keterkaitan antara sumber daya yang dimiliki dengan aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, struktur program merupakan semacam kerangka bangunan dari desain sistem PPBS. Analisis program terkait dengan kegiatan menganalisis biaya dan manfaat dari masing-masing program sehingga dapat dilakukan pilihan. Untuk mendukung hal tersebut PPBS membutuhkan sistem informasi yang canggih agar dapat memonitor kemajuan dalam pencapaian tujuan organisasi. Sistem pelaporan anggaran PPBS harus mampu melaporkan hasil (manfaat) program bukan sekedar jumlah pengeluaran yang telah dilakukan.

Konsep pokok PPBS adalah sebagai berikut:

1) Tujuan: Menjadi mengarah menuju hasil yang akan diperoleh ataupun pelayanan dan jasa-jasa yang akan diberikan.

2) Alternatif Cara: Menyajikan piihan dari serangkian cara ataupun tindakan.

3) Hasil GUna: Berkaitan dengan pengukuran atas tingakat keberhasilan tindkan dalam rangka perencanaan tujuan.

4) Dimensi Waktu: Memperkirakan prespektif secara tahunan dalam mempertimbangkan akibat dari tuntutan yang diproyeksikan pada masa mendatang.

5) Prioritas: Berkaitan dengan penentuan tindakan yang diutamakan, akan diambil criteria pilihan tertentu.

6) Pengendalian/Pengawasan: Pengendalian/pengawasan ketelaksanaan yang terintegrasikan, berkaitan dengan system pelaporan dan aliran balikinformasi.

7) Daya Guna: Berkaitan dengan pengukuran atas tinggakt hasil tindakan pencapaian tujaun, jika tujun dan tindakan itu dapat dinyatakan serta dinilai secara kuantitatif.

Komponen pokok PPBS , antara lain:

· Analisis : Merupakan komponen utama PPBS. Analisis ini begitu penting, karena tanpa adanya analisis terlebih dahulu maka perencanaan dan pelaksanaan akan dirasa akan sia-sia. Sebab yang terjadi nantinya akan bertolak belakang dengan yang diharapkan.

· Program : Merupakan komponen dasar penyusunan program, menunjukkan penyatuan kegiatan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau serangkaian tujuan tertentu.

· Struktur Program : Merupakan suatu sistem untuk mengelompokkan kegiatan pemerintah dalam tingkatan hubungan yang berorientasi pada tujuan tanpa memperhatikan lokasi organisasi dari kegiatan itu.

· Bentuk Anggaran : Dalam PPBS, penyajian anggaran adalah bentuk program yang didasarkan perhitungan untuk jangka beberapa tahun mendatang.

· Rencana Tindakan :   Dibagian ini, penterjemahan anggaran ke dalam bentuk program, didalam artian siapa yang berbuat apa, bilamana, dimana dan dengan sumber apa saja. Setiap tujuan program perlu diselaraskan dengan tujuan organisasi.

· Sistem Informasi : Mekanisme feedback dapat diinterpretasi sebagai penyampaian informasi tentang akibat dari keputusan, sehingga dapat diambil tindakan setelah dilakukan evaluasi keputusan yang ada.

Ada beberapa Karakteristik dari PPBS:

1. Berfokus pada tujuan dan aktivitas (program) untuk mencapai tujuan

2. Secara eksplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yang akan datang karena PPBS berorientasi pada masa depan

3. Mempertimbangkan semua biaya yang terjadi

4. Dilakukan analisis secara sistematik atas berbagai alternatif program, yang meliputi: (a) identifikasi tujuan, (b) identifikasi secara sistematik alternatif program untuk mencapai tujuan, (c) estimasi biaya total dari masing-masing alternatif program, dan (d) estimasi manfaat (hasil) yang ingin diperoleh dari masing-masing alternatif program.

 Langkah-langkah implementasi PPBS meliputi :

1. Menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas,

2. Mengidentifikasi program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan,

3. Mengevaluasi berbagai alternatif program dengan menghitung pos benevit dari masing-masing program,

4. Pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan biaya yang kecil,

5. Alokasi sumber daya kemasing-masing program yang disetujui.

6. Program yang disusun harus terkait dengan tujuan organisasi dan tersebar ke seluruh bagian organisasi

Tahapan Penyusunan PPBS
Dalam PPBS/SIPPA, perhatian banyak ditekankan pada penyusunan rencana dan program. Rencana disusun sesuai dengan tujuan nasional yaitu untuk kesejahteraan rakyat karena pemerintah bertanggung jawab dalam produksi dan distribusi barang-barang maupun jasa-jasa dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang lain. Pengukuran manfaat penggunaan dana, dilihat dari sudut pengaruhnya terhadap lingkungan secara keseluruhan, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas tujuan-tujuan yang hendak dicapai di masa yang akan datang.

Mengenai proses penyusunan PPBS ini, melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan yang hendak dicapai

2. Mengkaji pengalaman-pengalaman di masa lalu

3. Melihat prospek perkembangan yang akan datang

4. Menyusun rencana yang bersifat umum mengenai apa yang akan dilaksanakan.

Setelah keempat tahap, di atas selesai disusun, barulah memasuki tahap selanjutnya yang terdiri dari:

1. Menyusun program pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan.

2. Berdasarkan program pelaksanaan ditentukan berapa jumlah dana yang diperlukan untuk melaksanakan program-program tersebut.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam PPBS adalah:

1. Untuk menerapkan sistem ini, dituntut kemampuan dalam menyusun rencana dan program secara terpadu.

2. Dibutuhkan informasi yang lengkap, baik informasi masa lalu maupun informasi masa yang akan datang yang relevan dengan kebutuhan penyusunan rencana dan program tersebut.

3. Pengawasan mulai dilaksanakan sebelum pelaksanaan sampai selesainya pelaksanaan rencana dan program.

 
Kelebihan PPBS
1. Memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah.

2. Dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja

3. Memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya (cost-consciousness/cost awareness) dalam perencanaan program

4. Lintas departemen sehingga dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antardepartemen

5. Menghilangkan program yang overlapping atau bertentangan dengan pencapaian tujuan organisasi

6. PPBS menggunakan teori marginal utility, sehingga mendorong alokasi sumber daya secara optimal

Kelemahan PPBS
1. PPBS membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data, adanya sistem pengukuran, dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi

2. Implementasi PPBS membutuhkan biaya yang besar karena PPBS membutuhkan teknologi yang canggih

3. PPBS bagus secara teori, namun sulit untuk diimplementasikan

4. PPBS mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks

5. PPBS merupakan teknik anggaran yang statistically oriented. Penggunaan statistik terkadang kurang tajam untuk mengukur efektivitas program. Statististik hanya tepat untuk mengukur beberapa program tertentu saja.

6. Pengaplikasian PPBS menghadapi masalah teknis. Hal ini terkait dengan sifat progam atau kegiatan yang lintas departemen sehingga menyulitkan dalam melakukan alokasi biaya. Sementara itu sistem akuntansi dibuat berdasarkan departemen bukan program.

4. Zero Based Budgetting(ZBB)

Lahirnya ZBB merupakan jawaban terhadap rasionalisasi proses pembuatan anggarn. Dalam system ZBB, muncul apa yang di sebut sebagai unit keputusan (decision units), yang menghasikan berbagai paket alternative anggarn yang dibuat sebagai motivasi atas anggarn organisasi yang lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat dan terhadap fluktuasi jumlah anggaran.

Zero Based Budgeting (ZBB) merupakan system anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiataan, bukan pada apa yang telah dilakukan di masa lalu. Setiap kegiatan akan dievaluasi secara terpisah. Ini berarti berbagai program akan dikembangkan dalam visi tahun yang bersangkutan. Tiga langkah penyusun ZBB adalah:

1) Mengidentifikasi unit keputusan.
Struktur organisasi pada dasarnya terdiri dari pusat-pusat pertanggungjawaban (responsibility center). Setiap pusat pertanggungjawaban merupakan unit pembuat keputusan (decision unit) yang salah satu fungsinya adalah untuk menyiapkan anggaran. Zero Based Budgeting merupakan sistem anggaran yang berbasis pusat pertanggungjawaban sebagai dasar perencanaan dan pengendalian anggaran. Suatu unit keputusan merupakan kumpulan dari unit keputusan level yang lebih kecil. Sebagai contoh, pemerintah daerah merupakan suatu unit keputusan besar yang dapat dipecah-pecah lagi menjadi dinas-dinas; dinas-dinas dipecah lagi menjadi subdinas-subdinas; subdinas dipecah lagi menjadi subprogram, dan sebagainya. Dengan demikian, suatu pemerintah daerah bisa memiliki ribuan unit keputusan.
Setelah dilakukan identifikasi unit-unit keputusan secara tepat, tahap berikutnya adalah menyiapkan dokumen yang berisi tujuan unit keputusan dan tindakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dokumen tersebut disebut paket-paket keputusan (decision packages).
2) Membangun paket keputusan.
Paket keputusan merupakan gambaran komprehensif mengenai bagian dari aktivitas organisasi atau fungsi yang dapat dievaluasi secara individual. Paket keputusan dibuat oleh manajer pusat pertanggungjawaban dan harus menunjukkan secara detail estimasi biaya dan pendapatan yang dinyatakan dalam bentuk pencapaian tugas dan perolehan manfaat. Secara teoritis, paket-paket keputusan dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai alternatif kegiatan untuk melaksanakan fungsi unit keputusan dan untuk menentukan perbedaan level usaha pada tiap-tiap alternatif. Terdapat dua jenis paket keputusan, yaitu:
a. Paket keputusan mutually-exclusive. Paket keputusan yang bersifat mutually-exclusive adalah paket-paket keputusan yang memiliki fungsi yang sama. Apabila dipilih salah satu paket kegiatan atau program, maka konsekuensinya adalah menolak semua alternatif yang lain.


b. Paket keputusan incremental. Paket keputusan incremental merefleksikan tingkat usaha yang berbeda (dikaitkan dengan biaya) dalam melaksanakan aktivitas tertentu. Terdapat base package yang menunjukkan tingkat minimal suatu kegiatan, dan paket lain yang tingkat aktivitasnya lebih tinggi yang akan berpengaruh terhadap kenaikan level aktivitas dan juga akan berpengaruh terhadap biaya. Setiap paket memiliki biaya dan manfaat yang dapat ditabulasikan dengan jelas.
3) Mereview dan menyusun peringkat paket keputusan.
Jika paket keputusan telah disiapkan, tahap berikutnya adalah meranking semua paket berdasarkan manfaatnya terhadap organisasi. Tahap ini merupakan jembatan untuk menuju proses alokasi sumber daya di antara berbagai kegiatan yang beberapa di antaranya sudah ada dan lainnya baru sama sekali.
Keunggulan ZBB
Jika ZBB dilaksanakan dengan baik maka dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien.
• ZBB berfokus pada value for money
• Memudahkan untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidakefektivan biaya
• Meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer
• Meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dalam proses penyusunan anggaran
• Merupakan cara yang sistematik untuk menggeser status quo dan mendorong organisasi untuk selalu menguji alternatif aktivitas dan pola perilaku biaya serta tingkat pengeluaran.
Kelemahan ZBB
• Prosesnya memakan waktu lama (time consuming), terlalu teoritis dan tidak praktis, membutuhkan biaya yang besar, serta menghasilkan kertas kerja yang menumpuk karena pembuatan paket keputusan.
• ZBB cenderung menekankan manfaat jangka pendek
• Implementasi ZBB membutuhkan teknologi yang maju
• Masalah besar yang dihadapi ZBB adalah pada proses meranking dan mereview paket keputusan. Mereview ribuan paket keputusan merupakan pekerjaan yang melelahkan dan membosankan, sehingga dapat mempengaruhi keputusan.
• Untuk melakukan perankingan paket keputusan dibutuhkan staf yang memiliki keahlian yang mungkin tidak dimiliki organisasi. ZBB berasumsi bahwa semua staf memiliki kemampuan untuk mengkalkulasi paket keputusan. Selain itu dalam perankingan muncul pertimbangan subyektif atau mungkin terdapat tekanan politik sehingga tidak obyektif lagi.
• Memungkinkan munculnya kesan yang keliru bahwa semua paket keputusan harus masuk dalam anggaran.
• Implementasi ZBB menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi
5. Performance Budgeting

Sebenarnya, Performance Budgeting diperkenakan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1949, namun dalam prakteknya mengalami kegagalan (Schiavo-Campo dan Tommasi, 1999). Pada reformasi anggaran yang dilakukan pada tahun 1990-an, beberapa karakteristik penting dari performance budgeting masih dianggap sangat bermanfaat, dan kemudian dikembangkan bersama dalam konteks reformasi administrasi public.
Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayan publik. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematik dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mengimplementasikan hal-hal tersebut anggaran kinerja dilengkapi dengan teknik penganggaran analitis.

Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena itu, anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan value for money dan efektivitas anggaran. Pendekatan ini cenderung menolak pandangan anggaran tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan, pemerintah akan menyalahgunakan kedudukan mereka dan cenderung boros (overspending). Menurut pendekatan anggaran kinerja, dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan internal cost awareness, audit keuangan dan audit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal. Dengan kata lain, pemerintah dipaksa bertindak berdasarkan cost minded dan harus efisien. Selain didorong untuk menggunakan dana secara ekonomis, pemerintah juga dituntut untuk mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, agar dapat mencapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya program dan tolok ukur sebagai standar kinerja.
Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan.
6. Medium Term Budgeting Framework (MTBF)

Medium Term Budgeting Framework (MTBF) adalah kerangka strategi kebijakan tentang anggaran belanja unit organisasi. Kerangka ini melimpahkan tanggung jawab yang lebih besar kepada unit organisasi menyangkut penetapan alokasi dan pengunaan sumber dana pembangunan. Keberhasilan MTBF tergantung pada mekanisme pengambilan keputusan komponen anggaran secara agregat yang didasarkan pada skla perioritas. Dalam mekanisme MTBF komponen anggaran yang di tetapkan (top-down), perkiraan anggaran biaya yang di usulkan (bottom-up), dan penyesuain perkiraan anggaran biaya disesuaikan menurut sumber daya yang ada.

1) Penetapan Prosedur dan Tim Pengganggaran Tahun Terkait

Tahapan pertama dari siklus anggaran adalah penetapan prosedur atau aturan dalam pembuatan anggaran sekaligus penetapan tim pengganggaran terkait. Hal ini merupakan bagian yang penting dalam proses pengganggaran, karena dibutuhkan prosedur untuk memberikan arahan yang jelas dan sebagai pengendalian agar anggaran yang disusun tidak mengandung kesalahan yang material. Sedangkan tim penganggaran nantinya akan bertugas menyusun anggaran tahun terkait.

2) Penetapan Dokumen Standar Harga

Dokumen standar harga ditujukan untuk mengendalikan harga berbagai kebutuhan organisasi (barang dan jasa).

3 )Penyebaran dan Pengisian Formulir Rencana Kerja dan Anggaran

Pada tahapan ini akan disebarkan formulir program kerja dan anggaran tahun terkait. Pedoman pengisian formulir rencana kerja dan anggaran adalah dokumen standar harga serta draft atau dokumen perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

4) Rekapitulasi kertas kerja

Tahapan selanjutnya proses pembahasan kertas kerja adalah rekapitulasi kertas kerja tersebut. Rekapitulasi adalah proses meringkas atau mengumpulkan data dari kertas kerja.

5) Pembahasan Perubahan dan Penyelesaian Draft Anggaran Pendapatan dan Belanja

Setelah melakukan tahap rekapitulasi, kemudian dilakukan pembahasan anggaran untuk periode berikutnya berdasarkan kertas kerja anggaran dan rencana kerja final. Tahapan selanjutnya adalah menyelesaikan draft anggaran pendapatan dan belanja.

6 )Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Draft anggaran yang telah selesai kemudian ditetapkan menjadi anggaran. Proses penetapan anggaran ini adalah tahapan akhir dari proses pembuatan anggaran.

Anggaran dan Persiapannya
1) Cakupan Anggaran

Cakupan anggaran harus komprehensif, yaitu harus mencakup seluruh pendapatan dan seluruh pengeluaran organisasi sektor publik.

2)Persiapan Anggaran

Dalam mencapai tujuan utama manajemen pengeluaran publik (public expenditure management = PEM), tujuan proses persiapan anggaran harus memastikan bahwa anggaran sesuai dengan kebijakan makroekonomi dan keterbatasan sumber daya, alokasi sumber daya sesuai dengan kebijakan pemerintah, dan mempersiapkan kondisi bagi manajemen operasi yang baik.

Anggaran harus menjadi ekspresi keuangan kebijakan, mekanisme untuk merumuskan kebijakan, dan memastikan hubungan kebijakan anggaran. Hal ini termasuk:

· Mekanisme koordinasi bagi perumusan kebijakan dalam organisasi sektor publik

· Konsultasi dengan masyarakat sipil

· Titik tengah yang memadai bagi review kebijakan legislatif dan anggaran

· Aturan untuk memberdayakan hubungan anggaran-kebijakan, khususnya review sistematis dari implikasi sumber daya kebijakan yang diajukan, supremasi anggaran dari aturan lain menyangkut isu fiskal, dan kekuatan khusus dari legislatif menyangkut penganggaran

Persiapan Penganggaran tahunan harus di organisir sebagai berikut:

1) Pendekatan top-down, yang terdiri dari mendefinisikan sumber daya agegrat yang tersedia bagi belanja publik selama periode perencanaan (dalam kerangka kerja makro ekonomi), menetapkan batas belanja sektoral yang sesuai dengan prioritas organisasi, dan memberitahukan bagian/unit kerja terkait batas pembelanjaan pada awal proses anggaran.

2) Penawaran button-up, yang terdiri dari perumusan dan pembiayaan pengeluaran program sektoralpada periode yang telah direncakan dalam batas pengeluaran sektoral yang telah diberikan

3) Mekanisme iteration, negosiasi, dan rekonsiliasi untuk memastikan konsistensi antara tujuan pengeluaran dan ketersediaan sumber daya secara keseluruhan

Persiapan anggaran dapat diuraikan dalam kegiatan khusus berikut ini:

1) Mempersiapkan kerangka kerja makroekonomi

2) Mempersiapkan peredaran anggaran yang memberikan plafon anggaran berdasarkan sektor dan petunjuk untuk bagian/unit kerja pengeluaran dalam mempersiapkan anggarannya

3) Mempersiapkan anggaran bagian/unit kerja dan berdasarkan petunjuknya

4) Negosiasi anggaran antara bagian/unit kerja dan bagian keuangan

5) Penyelesaian draft anggaran

6) Mengajukan draft anggaran kepada legislatif

Kelemahan dalam proses anggaran sebagian besar tergantung pada faktor politik dan organisasi publik. Kelemahan itu meliputi kurangnya koordinasi dalam unit kerja, garis pertanggungjawaban yang tidak jelas, dan distribusi pertanggungjawaban yang tumpang tindih. Umumnya  penguatan proses persiapan anggaran memerlukan perbaikan arahan berikut:

· Keputusan yang mempunyai dampak fiskal (khususnya pengeluaran pajak, pinjaman, dan jaminan serta kewajiban kontijen (contigent liabilitiess) lainnya) harus dicermati bersama dengan program pengeluaran langsung

· Batas pengeluaran harus dikembangkan pada awal proses perumusan anggaran, konsisten dengan prioritas kebijakan, dan ketersediaan sumber daya

· Mekanisme koordinasi kebijakan yang sesuai dengan konteks organisasi sangat dibutuhkan, dengan perhatian khusus tertuju pada hubungan anggaran-kebijakan

· Efiswiensi operasi membutuhkan pertanggungjawaban bagian/unit kerja atas pelaksanaan programnya

· Bantuan-negara yang mandiri harus memperhatikan pengeluaran program yang didanai oleh bantuan eksternal dan harus mencermari anggarannya secara keseluruhan, tanpa menghiraukan sumber daya keuangan serta fakta bahwa pendekatan proyek yang diadopsi dari donor yang mendorong perpecahan dalam penganggaran

E. TEKNIK PENGANGGARAN PUBLIK

1. Pendekatan Fungsional

Kerangka berpikir dari system of national account, telah merekomendasi pandangan pembatasan karekter anggaran berikut:

a) Kemandirian penyelenggaraan fungsi organisasi sektor publik

b) Diawali dengan batasan kemampuan, organisasi menanggung pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat

Kepentingan formal merupakan refleksi anggaran sebagai produk dari suatu entitas mandiri.kepentingan hukum merupakan pemberi makana yang solid bagi anggaran sutu entitas tertentu. Sebagai produk hukum, kepatuhan dalam melaksanakan anggaran dapat dijamin.

Alokasi anggaran dapat dikatakan efektif apabila bisa menyeimbangkan berbagai permintaan dalam organisasi, baik dari organisasi sektor swasta maupun sektor publik, dan strategi pencapaian tujuan (visi) yang telah ditetapkan.

2) Pendekatan  Pengambilan Keputusan

Ditinjau dari aspek ekonomi penyusunan dan analisis anggaran, informasi dan komunikasi harus disaring dalam bersaran ekonomi yang diartikan sebagai wujud kesejahteraan masyarakat. Dalam prakteknya, anggaran merupakan proses pengambilan keputusan tentang kehidupan dan tujuan organisasi.

Proses anggaran biasanya mempunyai standar prosedur, sementara pengambilan keputusan merupakan proses gabunagn dari unsur-unsur disiplin ilmu ekonomi, politik, psikologi, dan administrasi publik.
3) Pendekatan Psikologi/Motivasi

Pendekatan psikologi/motivasi merupakan salah satu teknik penganggaran publik yang sangat baik untuk dilakukan. Psikologi/motivasi bukan saja merupakan ilmu yang membahas tentang kejiwaan manusia  saja, namun secara lebih luas ilmu ini juga mempelajari perekrutan dan penyeleksian pegawai, evaluasi kinerja pegawai, pelatihan pegawai, kepemimpinan, motivasi dan kepuasan kerja, psikologi organisasi, kondisi pekerjaan,keselamatan dan kesehatan pegawai, tekanan di tempat kerja, psikologi industri, ataupun psikologi konsumen/masyarakat.

4) pendekatan Lingkungan yang Berkesinambungan

Menurut Soraya A. Afif, manajer program ekosistem Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), setidaknya ada empat jenis biaya dari dampak pencemaran terhadap lingkungan yang ditanggung oleh masyarakat, yaitu:

1) Damage cost, yaitu biaya akibat dampak langsung dan tidak langsung dari limbah, seperti meningkatnya barbagai penyakit, matinya bita air, dan terganggunya reproduksi makhluk hidup.

2) Avoidance cost, yaitu biaya ekonomi dan sosial dalam kaitannya dengan berbagai upaya untuk menghindari dampak pencemaran yang terjadi.

3) Abatenent cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjaga atau mengurangi tingkat pencemaran, seperti memasang peralatan pengolah limbah atau penggunaan teknologi barsih lingkungan.

4) Transaction cost, yaitu biaya sumber daya yang digunakan untuk melakukan penelitian, perencaan, pengelolaan, dan pemantauan pencemaran.

Sementara itu, pengelempokan biaya lingkungan dikemukan juga oleh white and savage (1995), yakni:

a. Conventional company cocts

b. Less tangible items

c. External costs
F. IMPLEMENTASI PENGANGGARAN DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

1). Pemerintah Pusat

Anggaran negara selama suatu tahub secara sederhana bisa diibaratkan sebagai anggaran rumah tangga atau anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Ada enam sumber ketidakpastian yang berpengaruh dalam penentuan volume APBN, yakni

· Harga minyak bumi di pasar internasional

· Kuota produksi minyak mentah yang ditentukan OPEC

· Pertumbuhan ekonomi

· Inflasi

· Suku bunga

· Nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika (USD)

Komponen APBN

Secara garis besar, APBN terdiri dari 5 komponen utama yaitu

I. Pendapatan Negara da Hibah

a. Penerimaan Dalam negeri

-Penerimaan Perpajakan

b. Hibah

II. Belanja Negara

a. Anggaran Belanja Pemerintahan Pusat

-Pengeluaran Pemerintah

-pengeluaran pembangunan

b. Anggaran Belanja untuk Daerah

-Dana perimbangan

-Dana Otonomi Khusus dan penyeimbang

III. Keseimbangan Primer

IV. Surplus/Defisit anggaran

V. Pembiayaan

a. Pembiayaan Dalam Negeri

b. Pembiayaan Luar Negeri

2). Pemerintah Daerah

Proses penyusunan APBD dimulai dengan pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya, yang sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah daerah sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. Selanjutnya DPRD akan membahas kebijakan umu APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan mengenai RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akan membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3). LSM

Proses anggaran ini harus diawali dengan penetapan tujuan, target, dan kebijakan. Pada tahap ini, proses distribusi sumber daya organisasi mulai dilakukan. Pencapaian kesepakatan menyangkut alokasi sumber daya ini merupakan awal bagi pelaksanaan anggaran.

Hal harus diperhatikan dalam penganggaran organisasi LSM adalah:

· Identifikasi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi secara rinci.

· Kegiatan yang dilakuakn dalam proyek disesuaikan terlebih dahulu dengan tujuan dan output yang terdapat dalam misi serta visi organisasi.

· Menyiapkan rencana kerja (work plan) kegiatan yang mengacu  pada rencana program.

· Aturan umum dalam rencana anggaran, yakni pendapatan (biaya organisasi dan program).

· Setelah mengembangkan proyeksi anggaran yang baik, bandingkan keuangan dan strategi pembiayaannya.

Bentuk Rancangan Anggaran Organisasi LSM:

a) Menentukan work plan yang berisi jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proyek, beserta lama waktu pengerjaannya (disesuaikan dengan tujuan output yang ada dalam visi serta misi organisasi).

b) Menentukan jenis biaya tetap dan biaya variabel yang terdapat dalam proyek.

c) Menentukan standar biaya untuk setiap komponen biaya.

d) Membuat tabel rancangan anggaran biaya secara sistematis, yang berisi kolom deskripsi komponen biaya, berapa unit, periode pelaksanaan proyek, dan total perhitungan.

e) Mengisi masing-masing kolom dalam tabel rencana anggaran.

4). Yayasan

Anggaran tidak boleh menjadi rahasia internal yayasan yang bersangkutan tetapi harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran yayasan merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang dibiayai dengan uang publik.

Anggaran merupakan artikulasi hasil perumusan strategi yang telah dibuat. Anggaran yayasan berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

5). Partai Politik

Dalam menyusun anggaran untuk kegiatan operasinya, partai politik membutuhkan sumber-sumber pendanaan. Sumber pendanaan yang ada dalam partai politik adalah sebagai berikut:

1. Keuangan partai politik bersumber dari:

· iuran anggota

· sumbangan yang sah menurut hukum

· bantuan dari anggaran negara

2. sumbangan yang sah menurut hukum dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan, dan/atau jasa.

3. Bantuan dari anggaran negara yang diatur dalam peraturan pemerintah diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapat kursi di lembaga-lembaga perwakilan rakyat.

4. Sumbangan dari anggota dan bukan anggota yang sah menurut hukum paling banya senilai Rp. 200.000.000 dalam waktu satu tahun.

5. Sumbangan dari perusahaan dan/atau badan usaha yang sah menurut hukum paling banyak senilai Rp. 800.000.000 dalam waktu 1 (satu) tahun.

g. PENGANGGARAN PUBLIK DI BERBAGAI NEGARA MAJU DAN BERKEMBANG

Implementasi pembaharuan di negara-negara Industri:

1) Inggris

Terdapat tiga pertalian sistem pembuatan keputusan

· Sistem Komite Survei pengeluaran Publik (PESC)

· Analisis Program da Review (PAR)

· Staf Review Kebijakan Pusat (CPRS)

2) Kanada

Pendekatan PPBS kanada sangat berbeda dengan Amerika Serikat, dimana dasar yang lebih besar diletakkan pada perencanaan pengeluaran dan penilaian efisiensi.

3) Perancis

· Aplikasi PPBS pada organisasi pertahanan dikenal sebagai “planning, programming, and preparation of the budget” dan menawarkan kerangka kerja yang terkoorninasi untuk pembuatan keputusan tersentralisasi dan pengendalian.

· Aplikasi pada departemen sipil yang dikenal sebagai “optimization of public expenditure,” yang lebih menekankan pada aplikasi teknik penilaian investasi.

· Keduanya, jika dikombinasikan kedalam, akan menjadi rationalization of the budget choice/rasionalisation des choix budgetaires-RCB

· RCB mempunyai tiga komponen: yaitu struktur program, srudi analitis, dan sistem informasi.

4) Swedia

Saat ini, sistem anggaran di Swedia mempunyai beberapa unsur yang mengkombinasikan perencanaan, ramalan jangka menengah, dan pengukuran efisiensi.

5) Negara Lainnya

· Jepang aktif memberikan pertimbangan untuk mengenal variasi PPBS.

· Auntria, Denmark, Jerman, Selandia Baru, dan Belanda antara negara yang memperkenalkan secara luas berbagai reformasi yang melibatkan pemilihan reklasifikasi anggaran ke dalam program, ramalan jangka menengah, pengenalan terhadap teknik penilaian, pengukuran produktivitas, dan kinerja pada beberapa bagian.

· Yunani selama tiga tahun telah memprakarsai implementasi bentuk ZBB dan program penilaian produktivitas (productivity assessment program)

Implementasi Pembaharuan di Negara-negara Berkembang

· Pengenalan sistem PPBS di india, indonesi, malaysia, nepal, dan srilangka tidak membawa perubahan dalam memfungsikan perencanaan dan penganggaran yang akan dilaksanakan dengan basis rangkap 2.

· Cakupan dari sistem baru juga terbatas. Di indonesia dan malaysia, hal itu hanya terbatas pada anggaran pembangunan, sementara di india, anggaran kinerja di siapkan sebagai dokumen pendukung.
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